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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2009-2012. 
 
Jenis penelitian adalah studi kasus.Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan adalah rasio 
efektivitas dan analisis kontribusi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas masing-masing jenis 
pajak daerah dari tahun 2009-2012 sangat efektif dan kontribusi pajak daerah 
Kabupaten Sleman tahun 2009-2012 sangat baik. Pada tahun 2009 berkontribusi 
sebesar 45,08%, tahun 2010 berkontribusi sebesar 49,32%, tahun 2011 
berkontribusi sebesar 62,83%, dan tahun 2012 berkontribusi sebesar 59,07%. Pada 
tahun 2011 dan 2012 kontribusi pajak daerah berhasil menembus angka 50%, hal 
ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
tahun 2011 dan 2012 berasal dari pemungutan pajak daerah.  
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The aim of this study is to analysis the contribution of local tax to the 
genuine local revenue of the District Government of Sleman during the period 
2009-2012. 
 
The study is case study. The researcher used documentation technique for 
collecting data. For the data analysis, the researcher uses the technique of the 
Effectiveness Ratio and Contribution Analysis. 
 
The results show that the effectiveness of each type of local tax was 
considered as very effective, and the contribution of the local tax to the genuine 
local revenue of Sleman Regency during period 2009-2012 was also very good. 
Subsequently, the contribution of the local tax during 2009-2012 is as follows: 
45,08% in 2009, 49,32% in 2010, 62,32% in 2011, and 59, 07% in the year of 
2012. In the last two year of 2011 and 2012, the local tax contributions succeeded 
to break through the 50% figure, meaning that most of the genuine local revenue 











A. Latar Belakang Masalah 
Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah 
untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing.Salah satu yang 
menjadi tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam melaksanakan 
otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan 
keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.Pemerintah 
daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, 
khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan 
pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
lainnya, pajak daerah memiliki jumlah yang relatif stabil.Selain itu pajak 
daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai 
pelaksanaan pemerintahan daerah tanpa adanya imbalan yang seimbang 
terhadap masyarakat. Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang 
mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah membuat pemerintah 
daerah Kabupaten Sleman di tahun 2011 menambahkan daftar pajak yang 
ditangani oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah 
Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 
14 tahun 2010 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan). Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan 





Asli Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sleman berusaha memungut pajak 
daerah secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta 
dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan 
dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusi terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Daerah menjadi 
sangat sentral informasi mengenai pajak daerah dan sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
penulis ajukan adalah bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman selama tahun 2009-2012? 
 
C. Batasan Penelitian 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah.Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan 
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah.Pajak daerah 
dibagi menjadi dua bagian, Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak yang 
diulas oleh penulis adalah Pajak Kabupaten yang menurut Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kabupaten terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu: 
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 





Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Sleman selama tahun 2009-2012. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, 
evaluasi, dan pertimbangan terhadap perencanaan kebijakan yang akan 
dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah dari sektor pajak. 
2. Bagi Universitas 
Sumbangan bahan referensi di bidang perpajakan yang dapat 
digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa. 
3. Bagi Penulis 
Menambah pengalaman di bidang perpajakan dan merealisasikan 
teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya. 
  





F. Sistematika Penulisan 
Bab I  : Pendahuluan 
Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
Bab II :  Tinjauan Pustaka 
Bab ini diuraikan tentang teori-teori yang mendukung dan 
dipergunakan sebagai dasar dalam pengelolahan data yang 
diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sleman. 
Bab III : Metode Penelitian 
Bab ini berisi tentang jenis pajak penelitian, tempat, waktu 
penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik penelitian 
pengumpulan data, data yang akan dicari, teknik analisis data. 
Bab IV: Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Sleman 
Bab ini berisi tentang deskripsi wilayah Kabupaten Sleman 
keadaan penduduk, kondisi perekonomian, agama, dan sosial 
kultur pemerintahan. 
  





Bab V:  Analisis Data dan Pembahasan 
Bab ini membahas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian 
yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman dengan metode 
dan teknik sebagaimana telah diuraikan dalam metode penelitian. 
Bab VI: Penutup 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh proses pembahasan 
dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan 
penelitian, serta saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak 
Pemerintah Kabupaten Sleman. 







A. Pendapatan Daerah 
1. Pengertian 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah, “pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan”. 
2. Sumber Pendapatan Daerah 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
sumber Pendapatan Daerah adalah: 
a. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah 
“pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 
1) Pajak Daerah; 
2) Retribusi Daerah; 
3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 
4) Lain-lain PAD yang sah. 
  





b. Dana Perimbangan 
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, dana perimbangan adalah “dana yang bersumber dari 
pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 
dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi”. 
Dana perimbangan terdiri dari:  
1) Dana Bagi Hasil; 
2) Dana Alokasi Umum; 
3) Dana Alokasi Khusus. 
c. Lain-lain Pendapatan 
Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan 
pendapatan dana darurat. 
 
B. Pajak Daerah 
1. Pengertian 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah 
yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
  





2. Jenis Pajak dan Objek Pajak 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah 
dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 
a. Pajak provinsi, terdiri dari: 
1) Pajak Kendaraan Bermotor 
“Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan 
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”Pengertian kendaraan 
bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya 
yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan 
bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 
GT(Gross Tonnage) 5 sampai dengan GT 7. 
Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah: 
a) Kereta Api; 
b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk 
keperluan pertahanan dan keamanan Negara; 
c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 
konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik 
dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas 
pembebasan pajak dari Pemerintah; 
d) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang 





terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 
pemasukan ke dalam badan usaha. 
 
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
“Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor”.Bahan bakar 
kendaraan bermotor adalah “semua jenis bahan bakar cair atau gas 
yang digunakan untuk kendaraan bermotor”. 
4) Pajak Air Permukaan; 
“Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air permukaan”.Air permukaan adalah 
“semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air 
laut, baik yang berada di laut maupun di darat. 
5) Pajak Rokok 
“Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang 
dipungut oleh Pemerintah”.Rokok yang dimaksud meliputi sigaret, 
cerutu, dan rokok daun. 
b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari: 
1) Pajak Hotel 
“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 
oleh hotel.” Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau 
peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 
bayaran, yang mencakup juga motel, pesanggrahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar 
lebih dari 10.  





Objek Pajak Hotel adalah “pelayanan yang disediakan oleh 
hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai 
kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan”.Jasa 
penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, 
teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan 
fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola 
Hotel.Pengecualian objek Pajak Hotel adalah: 
a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 
b) Jasa sewa apartemen, kondominimum, dan sejenisnya; 
c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan 
keagamaan; 
d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asramaperawat, panti 
jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; 
e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang 
diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh 
umum. 
Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang 
mengusahakan hotel.Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau 
badan yang mengusahakan hotel.Dasar pengenaan Pajak Hotel 





adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 
hotel. 
2) Pajak Restoran 
“Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh restoran.”Restoran adalah fasilitas penyedia 
makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang 
mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 
sejenisnya termasuk jasa boga atau ketering. 
Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan 
oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran yang dimaksud 
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang 
dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan 
maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran 
adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai 
penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan 
yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.Wajib 
Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 
mengusahakan retoran,selanjutnya dasar pengenaan Pajak Restoran 
adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya 
diterima restoran. 
  





3) Pajak Hiburan 
“Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 
hiburan.”Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 
permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut 
bayaran. 
Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan 
dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah: 
a) Tontonan film; 
b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 
c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d) Pameran; 
e) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 
f) Sirkus, akrobat, dan sulap; 
g) Permainan bilyar, golf, dan boling; 
h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 
i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran fitness 
center); 
j) Pertandingan olahraga. 
Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang 
menikmati hiburan.Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau 
badan yang menyelenggarakan hiburan.Dasar pengenaan Pajak 
Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya 
diterima oleh penyelenggara hiburan.Jumlah uang yang seharusnya 





diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang 
diberikan kepada penerima jasa hiburan. 
4) Pajak Reklame 
“Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 
reklame.” Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik 
perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang 
dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh 
umum. 
Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 
reklame. Objek Pajak Reklame meliputi: 
a) Reklame papan/billboard/videotorn/megatron dan sejenisnya; 
b) Reklame kain; 
c) Reklame melekat, stiker; 
d) Reklame selebran; 
e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f) Reklame udara; 
g) Reklame apung; 
h) Reklame suara; 
i) Reklame film (slide); 
j) Reklame peragaan. 
  





Tidak temasuk sebagai Pajak Reklame adalah: 
a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta 
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 
b) Label atau merek produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari 
produk sejenis lainnya; 
c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai 
dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau 
profesi tersebut; 
d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah; dan 
e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan 
yang menggunakan reklame dan Wajib Pajak Reklame adalah 
orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. 
5) Pajak Penerangan Jalan 
“Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan 
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari 
sumber lain.” 
Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga 
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari 





sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri tersebut meliputi 
seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak 
Penerangan Jalan adalah: 
a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah; 
b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang 
digunakanoleh keduataan, konsulat, dan perwakilan asing 
dengan asas timbal balik; 
c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan 
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi 
teknis terkait; 
d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan 
Daerah. 
Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau 
badan yang dapat menggunakan tenaga listrik dan Wajib Pajak 
Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan tenaga listrik. 
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
“Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari 
sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk 
dimanfaatkan.”Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral 





bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 
Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang 
meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu 
apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar, garam batu, 
grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, 
marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, 
phospat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, yarosif, 
zeolit, basal, trakkit, dan mineral bukan logam, dan batuan lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pengecualian dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan adalah: 
a) Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang 
nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti 
kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, 
pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel 
listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; 
b) Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang 
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang 
tidak dimanfaatkan secara komersial; dan 
  





c) Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan 
logam dan batuan.Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan 
logam dan batuan. 
7) Pajak Parkir 
“Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan 
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.”Parkir 
adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 
sementara. 
Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir 
di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk 
objek Pajak Parkir adalah: 
a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah; 
b) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya 
digunakan untuk karyawannya sendiri; 





c) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan 
perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik; dan 
d) Penyelenggaan tempat parkir lainnya yang diatur dengan 
Peraturan Daerah. 
Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan parkir kendaraan bermotor dan Wajib Pajak Parkir 
adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat 
parkir. 
8) Pajak Air Tanah 
“Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau 
pemanfaatan air tanah.”Air tanah adalah air yang terdapat dalam 
lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 
Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah, sedangkan yang dikecualikan atau tidak 
termasuk dari objek Pajak Air Tanah adalah: 
a) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan 
dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, 
serta peribadatan. 
b) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang 
diatur dengan Peraturan Daerah. 
Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan 
yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air 





tanah.Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 
9) Pajak Sarang Burung Walet 
“Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.”Burung 
walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu 
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, 
dan collocalia linchi. 
Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet, kecuali: 
a) Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 
b) Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 
walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Subjek Pajak Sarang Burumg Walet adalah orang pribadi 
atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan 
sarang burung walet.Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah 
orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau 
mengusahakan Sarang Burung Walet. 
10)  Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 
“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali 





kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan”. Bumi adalah permukaan bumi 
yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 
kabupaten atau kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang 
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan 
pedalaman dan atau laut. Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam 
pengertian bangunan adalah: 
a) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan 
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan 
suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 
b) Jalan tol; 
c) Kolam renang; 
d) Pagar mewah; 
e) Tempat olahraga; 
f) Galangan kapal, dermaga; 
g) Taman mewah; 
h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; 
dan 
i) Menara. 





Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang: 
a) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan; 
b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan. Pengertian dari “tidak dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu 
diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-
nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. 
c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 
sejenis dengan itu; 
d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, 
taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, 
dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. 
e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 
f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional 
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
Besarnya nilai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.Nilai Jual Objek Pajak Tidak 





Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Subjek Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi 
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan 
atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, 
menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 
pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas 
Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi dan atau memiliki, 
menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
11)  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
“Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah 
pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.”Perolehan 
hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau 
bangunan oleh orang pribadi dan badan. 
Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.Perolehan 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi: 
a) Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah 
wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 
lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 
penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim 





yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, 
peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah; 
b) Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di 
luar pelepasan hak. Hak atas tanah tersebut adalah hak milik, 
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas 
satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. 
Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh: 
a) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan 
timbal balik; 
b) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk 
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 
c) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi 
dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; 
d) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena 
perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 
e) Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan 
f) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan 
ibadah. 
Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan 
adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atau Tanah 





dan/atau Bangunan dan Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 
3. Tarif Pajak Kabupaten/Kota 
Tarif Pajak Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009, yaitu: 
a. Pajak Hotel 
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau 
yang seharusnya dibayar kepada hotel.Tarif Pajak Hotel ditetapkan 
paling tinggi sebesar 10%. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 
b. Pajak Restoran 
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran 
yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.Tarif Pajak 
Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif tersebut 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Restoran 
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar 
pengenaan pajak. 
c. Pajak Hiburan 
Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang 
diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan 
hiburan.Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan 





harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa 
hiburan.Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. 
Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes 
kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, 
panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling 
tinggi 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan 
tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.Besaran 
pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif dengan dasar pengenaan pajak. 
d. Pajak Reklame 
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa 
reklame.Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan 
tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran 
pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Reklame yang terutang 
dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. 
e. Tarif Pajak Penerangan Jalan 
Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual 
Tenaga Listrik.Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 
sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, 
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penenrangan 
Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik 





yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling 
tinggi sebesar 1,5%. 
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak 
Penenrangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat 
penggunaan tenaga listrik. 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan.Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan 
paling tinggi sebesar 25%.Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah 
tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 
g. Pajak Parkir 
Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau 
yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir.Tarif 
Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan tarif tersebut 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Parkir yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar 





pengenaan pajak. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah 
daerah tempat parkir berlokasi. 
h. Pajak Air Tanah 
Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air 
tanah.Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%  dan 
tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran 
pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Air Tanah yang terutang 
dipungut di wilayah daerah tempat air diambil. 
i. Pajak Sarang Burung Walet 
Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual 
sarang burung walet.Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 
paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak 
Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan.Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 
ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Besaran pokok Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai 





Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Nilai jual untuk bangunansebelum 
diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual 
Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,-. Tarif pajak efektif yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 0,2%. 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
adalah nilai perolehan objek pajak.Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.Tarif Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar dengan 
pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak. 
4. Tata Cara Pemungutan Pajak 
Menurut Peraturan Daerah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, tata cara pemungutan pajak sebagai 
berikut: 
a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan; 
b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan 
surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan; 





c. Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan yang 
dimaksud merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak 
berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan: 
1) Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang 
dipersamakan (SKPD); atau 
2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPTPT). 
d. Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib 
Pajak yang dimaksud merupakan pembayaran pajak terutang oleh 
Wajib Pajak dengan menggunakan: 
1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); 
2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan/atau 
3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
(SKPDKBT). 
 
C. Kinerja Keuangan Daerah 
1. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah 
Menurut Nanik dalamPrameka dan Indrawati(2012:3) pengukuran 
kinerja keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling 
terkait satu dengan yang lainnya, ketiga bidang analisis tersebut meliputi: 
a. Analisis Penerimaan 
b. Analisis Pengeluaran 
c. Analisis Anggaran 





2. Analisis Kontribusi dan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
a. Rasio Efektivitas 
Rasio efektivitas merupakan kriteria yang digunakan untuk 
menilai potensi kerja dari suatu unit kerja yang menghitung efektivitas 
pajak daerah.Analisis efektivitas dilakukan untuk menunjukkan 
keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, Halim dalam 
Safitri dan Nursasmita (2007:22).Kemampuan daerah dalam 
menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 
mencapai sebesar 100%.Semakin tinggi rasio efektivitas, 
menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.Menurut 
Halim dalam Juri (2011:2022) bila diformulasikan dalam rumus untuk 




Adapun kriteria efektivitas masing-masing pajak daerah dapat terlihat 
dalam tabel 2.1.berikut ini: 
Tabel 2.1. Kriteria Tingkat Efektivitas 
No Presentase Kriteria Efektif 
1. >100% Sangat Efektif 
2.   90% - 100% Efektif 
3. 80% - 90% Cukup Efektif 
4. 60% - 80% Kurang Efektif 
5. ≤ 60% Tidak Efektif 
Sumber: Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996 dalam Arditia (2012:11) 
 
 





b. Analisis Kontribusi 
Menurut Widodo dalam Prameka dan Indrawati (2012:3) 
Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari 
penerimaan terhadap anggaran.Penggunaan analisis kontribusi ini 
dapat mengetahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam 
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).Menurut Halim 
dalam Juri (2011:2022) bila diformulasikan dalam rumus untuk 
menghitung kontribusi pajak daerah sebagai berikut: 
 
   
Adapun kriteria kontribusi masing-masing pajak daerah dapat terlihat 
dalam tabel 2.2.berikut ini: 
Tabel 2.2. Kriteria Kontribusi 
No. Presentase Kriteria Kontribusi 
1. 0,00%-10% Sangat Kurang 
2. 10,10%-20% Kurang 
3. 20,10-30% Sedang 
4. 30,10%-40% Cukup Baik 
5. 40,10%-50% Baik 
6. > 50% Sangat Baik 
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dalam Arditia(2012:11) 
 
D. Penelitian Sebelumnya 
Beberapa penelitian telah dilakukan guna mengetahui sejauh mana 
kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah.Ardita pada tahun 2012 melakukan penelitian dengan judul Analisis 
Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli 
 





Daerah Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar 
kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
dan mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap 
pendapatan asli daerahkota Surabaya dari tahun 2007-2011.Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif berupa 
analisis rasio.Analisis rasio yang diimplementasikan adalah rasio kontribusi 
dan rasio efektivitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini  berupa data 
sekunder. Hasil penelitian ini adalah kontribusi untuk masing-masing pos 
pajak daerah terhadap PAD kota Surabaya berada dalam katagori sangat 
kurang sampai dengan kurang, dengan kata lain bahwa kontribusi masing-
masing komponen pajak daerah berkisar antara lebih dari satu persen sampai 
dengan di atas 20% terhadap PAD, sedangkan efektivitas untuk masing-
masing pos pajak daerah kota Surbaya masuk dalam kategori pajak yang 
kurang efektif (yang berkisar lebih dari 60% sampai dengan 80%), cukup 
efektif (yang berkisar lebih dari 80% sampai dengan 90%), efektif (yang 
berkisar lebih dari 90% sampai dengan 100%), dan sangat efektif (yang 
berkisar lebih dari 100%). 
Mosal pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul Analisis 
Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota 
Manado.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan 
kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Manado.Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif 
dengan data sekunder.Dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian 





dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah, untuk memperoleh 
gambaran mekanisme penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap 
PAD dalam rangka menuju kemandirian daerah.Hasil penelitian menunjukkan 
tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2008-2012 bervariasi.Secara keseluruhan 
kontribusi pajak parkir tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang kurang 
terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Prameka dan Indrawati pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan 
judul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kontribusi tiap pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah serta mengetahui tingkat efektivitas yang dicapai tiap 
jenis pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Malang.Jenis penelitian 
yang dipakai untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
deskriptif.Studi yang digunakan adalah studi time series.Hasil penelitian ini 
adalah kontribusi terbesar selama tahun 2007-2011 dari pajak untuk PAD 
berasal dari pajak penerangan jalan, sedangkan untuk retribusi daerah adalah 
retribusi jasa umum.Tingkat efektivitas dari perjenis pajak daerah dapat 
dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektivitas jenis pajak daerah 
yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif, dan selebihnya 
masuk pada kategori efektif.Tingkat efektivitas dari perjenis retribusi daerah 
dapat dikategorikan baik, karena hanya sedikit tingkat efektivitas jenis 
retribusi daerah yang pada tahun tertentu masuk dalam kategori cukup efektif 





dan kurang efektif, selebihnya untuk tahun lainnya masuk dalam kategori 
efektif. 







A. Jenis Penelitian 
Pendekatan yang dilakuakan dalam penelitian ini adalah melalui 
pendekatan kualitatif.Krik dan Miller pada (Moleong, 2012) mendefinisikan 
penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 
yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik 
dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.Bogdan dan Taylor pada 
(Moleong, 2012) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan kedua 
definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 
prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2012:6). 
Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan 
penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha 
kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. 
Jenis penelitian ini termasuk jenis studi kasus (Case Study).Studi kasus 
adalah penelitian yang dilakukan terhadap objek tertentu dengan 
mengumpulkan data yang berkaitan dan hasil penelitian serta kesimpulan 
hanya berlaku pada objek tertentu dan dalam waktu tertentu Adi 
(2012:26).Studi kasus ini merupakan studi kasus yang deskriptif yaitu 





bertujuan menggambarkan suatu, fakta atau realita.Deskriptif merupakan 
penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data 
yang ada, disamping itu penelitian deskriptif terbatas pada usaha 
mengungkapkan suatu masalah/keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya 
sehingga bersifat sekedar mengungkapkan/memaparkan fakta.Dalam hal ini 
penulis melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Sleman. 
 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
1. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah orang atau badan yang berhubungan 
dengan objek penelitian, dan dapat memberikan informasi tentang objek 
penelitian tersebut Adi (2012:26).Dalam hal ini subjek penelitian adalah 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang beralamatkan 
Jalan Candi Gebang, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511. 
2. Objek Penelitian 
Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi pokok penelitian. 
Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah data dan realisasi 
penerimaan pajak daerah serta data target penerimaan pajak daerah 
masing-masing jenis pajak daerah. 
 
C. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Sleman yang beralamatkan Jalan Candi Gebang, Beran, Tridadi, 





Sleman, Yogyakarta 55511.Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 
sampai dengan bulan September tahun 2013. 
 
D. Data yang diperlukan 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Sleman. 
2. Data realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2009-
2012. 
3. Data target penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2009-2012. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
Dokumentasi 
Pada teknik dokumentasi, peneliti dimungkinkan memperoleh 
informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada 
pada responden atau tempat, di mana responden bertempat tinggal atau 
melakukan kegiatan sehari-harinya Sukardi(2012:81).  Sumber dokumen 
yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 
dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat 
bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang 
bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa 
surat nota, surat pribadi yang memberikan informasi kuat terhadap suatu 
kejadian. 





F. Teknik Analisis Data 
Untuk menjawab rumusan masalah mengenai kontribusi pajak daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka penulis melakukan perhitungan: 
1. Rasio Efektivitas 
Mengetahui efektivitas pemungutan masing-masing jenis pajak 
daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2009-2012, dianalisis dengan 
menggunakan perhitungan sebagai berikut: 
 
 
Setelah perhitungan selesai, hasil perhitungan akan dimasukan ke dalam 
tabel. 
Tabel 3.1. Contoh Tabel Efektivitas PemungutanPer Jenis Pajak Daerah 
Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012 
Tahun Realisasi Per Jenis 
Pajak Daerah 
(Rp) 






2009     
2010     
2011     
2012     
 
Tabel 3.2. Contoh Tabel Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten 
Sleman Tahun 2009-2012 
No. Jenis Pajak Daerah Efektivitas (%) Kriteria 
2009 2010 2011 2012 
1 Pajak Hotel      
2 Pajak Restoran      
3 Pajak Hiburan      
4 Pajak Reklame      
5 Pajak PJ      
6 Pajak PPBGGC      
7 Pajak Parkir      
8 Pajak BPHTB      
9 Pajak Air Tanah      
 
 





Melalui analisis rasio efektivitas maka dapat menunjukkan 
keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, sehingga dapat 
menilai kemampuan pemerintah dalam memungut pajak daerah pada 
periode tertentu.Adanya penargetan realisasi pajak daerah, dimaksudkan 
agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan 
daerah yang tinggi.Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas 
dikatagorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100%.Semakin 
tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin 
baik. 
 
2. Kontribusi Pajak DaerahTerhadapPendapatan Asli Daerah 
Mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2009-2012, 
digunakan perhitungan sebagai berikut: 
 
 
Setelah perhitungan selesai, hasil perhitungan akan dimasukan ke dalam 
tabel: 
Tabel 3.3. Contoh Tabel Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012 








2009     
2010     
2011     
2012     
 
 





Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui besarnya kontribusi yang 
disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran serta mengetahui peran 
pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan maka dapat diartikan bahwa dari 
pendapatan pajak daerah dapat memberikan kontribusi dalam menunjang 
Pendapatan Asli Daerah, tetapi apabila pendapatan dari pajak daerah 
mengalami penurunan, maka kontribusi yang diberikan dalam menunjang 
Pendapatan Asli Daerah juga menurun. 






GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN 
 
A. Pemerintah Kabupaten Sleman 
Keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Rijksblad nomor 11 
tahun 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta dalam 3 
Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut 
Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Dalam Rijksblad 
tersebut juga disebutkan bahwa Kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik 
yakni: Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kelurahan), Distrik 
Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kelurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 
6 onderdistrik dan 58 Kelurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 
55 Kelurahan). Berdasarkan Perda nomor 12 Tahun 1998, tanggal 15 Mei 
tahun 1916 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman. 
Berdasar pada perhitungan tahun masehi, hari jadi Kabupaten Sleman 
ditandai dengan surya sengkala “Rasa Manunggal Hanggatra Negara” yang 
memiliki sifat bilangan Rasa=6 , Manunggal=1, Hanggatra=9, Negara=1, 
sehingga terbaca tahun 1916. Sengkalan tersebut, walaupun melambangkan 
tahun, memiliki makna yang jelas bagi masyarakat Jawa, yakni dengan rasa 
persatuan membentuk Negara, sedangkan dari perhitungan tahun jawa 
diperoleh candra sengkala “Anggana Catur Salira Tunggal”. Angga=6, 
Catur=4, Salira=8, Tunggal=1, dengan demikian dari Candra sengkala tersebut 
terbaca tahun 1846. 





Beberapa tahun kemudian Kabupaten Sleman sempat diturunkan 
statusnya menjadi distrik di bawah wilayah Kabupaten Yogyakarta.Pada 
tanggal 8 April 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX baru melakukan 
penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei 
angka 2.Penataan ini menempatkan Sleman pada Status semula, sebagai 
wilayah Kabupaten dengan Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodiningrat 
sebagai Bupati.Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 
Kapenewon/Kecamatan yang terdiri dari 258 Kalurahan.Ibu Kota Kabupaten 
berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai desa Triharjo. Melalui 
maklumat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 
1948 tentang perubahan daerah-daerah Kelurahan, maka 258 Kelurahan di 
Kabupaten Sleman saling menggabungkan diri sehingga menjadi 86 
Kelurahan/Desa. Kelurahan/Desa tersebut membawahi 1.212 padukuhan. 
  
B. Geografis 
Wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110º 13´ 00´´sampai  
dengan 110º 33´ 00´´ Bujur Timur, dan mulai 7º 34´ 51´´ sampai dengan 7º 
47´ 30´´ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100 – 2.500 meter di atas 
permukaan air laut. Batas Wilayah Kabupaten Sleman sebagai Berikut: 
Sebelah Utara  :Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah. 
Sebelah Timur  :Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. 





Sebelah Barat :Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, 
Propinsi Jawa Tengah. 
Sebelah Selatan :Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur, 
sedang bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering yang berupa 
lading dan pekarangan, serta memiliki permukaan yang agak miring ke selatan 
dengan batas paling utara adalah Gunung Merapi. Lereng selatan Gunung 
Merapi terdapat dua buah bukit, yaitu bukit Turgo dan bukit Plawangan yang 
merupakan bagian dari kawasan Wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang 
mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain sungai 
Progo, Krasak, Sempor, Kuning, Boyong, Winongo, Gendol, dan Opak. 
Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) Yogyakarta, hari hujan terbanyak dalam satu bulan selama tahun 
2012 adalah 24 hari. Rata-rata curah hujan tertinggi 699,0 mm. kecepatan 
angin maksimum 10,8 m/s dan minimum 0,00 m/s, sementara rata-rata 
kelembaban udara tertinggi 100,0% dan terendah 19,9%. Temperatur udara, 
tertinggi 34,4ºC dan terendah 16,4ºC. 
Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² 
atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 
Km², dengan jarak terjauh Utara-Selatan 32 Km, Timur-Barat 35Km. Secara 
administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa dan 1.212 Padukuhan. 





Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sleman 
No. Kecamatan Banyaknya Luas (Ha) 
Desa Dusun 
1 Moyudan 4 65 2.762 
2 Godean 7 57 2.684 
3 Minggir 5 68 2.727 
4 Gamping 5 59 2.925 
5 Seyegan 5 67 2.663 
6 Sleman 5 83 3.132 
7 Ngaglik 6 87 3.852 
8 Mlati 5 74 2.852 
9 Tempel 8 98 3.249 
10 Turi 4 54 4.309 
11 Prambanan 6 68 4.135 
12 Kalasan 4 80 3.584 
13 Brebah 4 58 2.299 
14 Ngemplak 5 82 3.571 
15 Pakem 5 61 4.384 
16 Depok 3 58 3.555 
17 Cangkringan 5 73 4.799 
 Jumlah 86 1.212 57.482 
 
C. Pemerintahan 
Jumlah pegawai instansi otonom pada tahun 2012 sebanyak 11.524 
orang. Dari jumlah tersebut, 185 orang adalah pegawai golongan I, 1.945 
orang pegawai golongan II, 3.822 orang adalah pegawai golongan III, dan 
5.572 orang adalah pegawai golongan IV. Menurut tingkat pendidikan yang 
ditamatkan pegawai otonom terdiri dari 114 pegawai berijasah SD, 232 
berijasah SMP, 2.642 pegawai berijasah SMA, 3.099 pegawai berijasah DI-
DIII, dan 4.537 pegawai berijasah DIV-S2. 
Jumlah pegawai instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sleman 
adalah sebanyak 1.559 orang, terdiri dari 7 pegawai golongan I, 162 pegawai 
golongan II, 878 pegawai golongan III, dan 512 pegawai golongan IV. Bila 
dilihat dari pendidikkannya, pegawai instansi vertikal tersebut terdiri dari 4 





pegawai berijasah SD, 19 pegawai berijasah SMP, 282 pegawai berijasah 
SMA, 108 pegawai berijasah DI – DIII, dan 1.146 berijasah DIV – S2. 
 
D. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja 
1. Penduduk 
Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010, jumlah 
pensusuk Sleman tahun 2012  sebesar 1.114.833 jiwa, terdiri dari 557.911 
laki-laki dan 556.922 perempuan. Dengan luas wilayah 574,82 km², maka 
kepadatan penduduk Kabupaten Sleman adalah 1.939 jiwa per km². 
beberapa kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 
5.176 jiwa per km², Mlati dengan 3.630 jiwa per km² serta Gamping dan 
Ngaglik dengan masing-masing 3.391 jiwa dan 2.730 jiwa per km². 
2. Tenaga Kerja 
Dari 6.815 pencari kerja sebanyak 4.501 orang telah ditempatkan 
bekerja yang tersebar pada berbagai sektor pada tahun 2012. Sebagian 
besar yakni sebanyak 2.511 orang terserap pada sektor industri 
pengolahan, kemudian diikuti sektor perdagangan besar, eceran, rumah 
makan dan hotel sebanyak 1.203 orang. Dilihat menurut wilayah 
penempatan, para pencari kerja disalurkan melalui tiga kelompok yakni 
antar lokal, antar daerah, dan antar Negara. Sebanyak 4.091 pencari kerja 
(90,35%) disalurkan melalui antar lokal, serta masing-masing sebanyak 
322 orang (7,11%) dan 115 orang (2,54%) melalui antar daerah dan antar 
Negara. 





E. Keadaan Sosial 
1. Pendidikan 
Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pengembangan 
sumber daya manusia.Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh 
kualitas pendidikan penduduknya.Beberapa faktor utama yang mendukung 
penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah yang memadai 
dengan sarana prasarananya, pengajar dan keterlibatan anak didik, maupun 
Komite Sekolah. 
Pada jenjang SD, Kabupaten Sleman pada tahun 2012/2013 
memiliki sebanyak 499 unit sekolah yang terdiri dari 377 SD negeri dan 
122 SD swasta dengan jumlah kelas masing-masing sebanyak 2.574 kelas 
untuk SD negeri dan 957 kelas untuk SD swasta.Banyaknya guru SD 
mencapai 4.299 orang di SD negeri dan 1.638 orang di SD swasta. Adapun 
peserta didik yang sedang mengenyam pendidikan tercatat sebanyak 
87.046 anak yang terbagi menjadi 64.143 anak bersekolah di SD negeri 
dan 22.903 anak di SD swasta. Pada jenjang SMP, jumlah sekolah tercatat 
sebanyak 110 sekolah, yang terdiri 54 SMP negeri dan 56 SMP swasta 
dengan menyediakan kelas masing-masing sebanyak 704 kelas untuk SMP 
negeri dan 376 kelas untuk SMP swasta. Banyaknya guru yang mengajar 
di SMP tercatat sebanyak 2.779 orang.Sebagian besar 1.684 orang 
mengajar di SMP negeri, selebihnya di SMP swasta. Adapun murid yang 
bersekolah di SMP pada tahun 2012/2013 mencapai 33.961 orang yang 





terdiri dari 23.074 orang di SMP negeri dan SMP swasta sebanyak 10.887 
orang. 
Jenjang yang lebih tinggi yakni SMU, tersedia sebanyak 45 
sekolah dengan 17 SMA negeri dan 28 SMA swasta. Peran swasta di 
Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan SMA lebih besar dibandingkan 
peran pemerintah.Jika dilihat dari banyak kelas SMU swasta hanya 
memiliki 155 kelas, sedangkan SMU negeri memiliki 268 kelas. 
Banyaknya guru di SMU negeri 660 orang dan banyaknya guru di SMU 
swasta 588 orang, dengan murid di SMU negeri sebanyak 7.696 orang dan 
di SMU swasta sebanyak 3.392 orang. Jenjang pendidikan lainnya yaitu 
SMK, terdapat sebanyak 54 sekolah yang didominasi oleh SMK swasta 
sebanyak 46 sekolah.Banyaknya guru swasta yang terlibat juga lebih 
besar, yaitu 1.363 orang dibandingkan dengan guru yang mengajar di 
SMK negeri.Murid yang memilih sekolah di SMK terctat sebanyak 12.612 
orang di SMK swasta dan 6.981 di SMK negeri.Peran swasta jauh lebih 
besar dibandingkan dengan pemerintah. 
2. Agama 
Komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk di Kabupaten 
Sleman pada tahun 2012 mencatat sekitar 923.322 orang beragama islam, 
Khatolik sebanyak 66.405 orang, disusul agama Kristen sebanyak 40.913 
orang. Adapun penduduk beragama Hindu dan Budha masing-masing 
tercatat sebanyak 1.941 orang dan 1.002 orang. 
 





F. Struktur Organisasi 
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman 
 
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sleman  






ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 
Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman 
dimaksudkan untuk mengetahui mengetahui kontribusipajak daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah selama periode 2009-2012. Dalam proses mengetahui 
kontribusi pajak daerah penelitian ini juga menunjukkan perhitungan 
efektivitas pemungutan masing-masing jenis pajak daerah guna mengetahui 
kemampuan pemerintah Kabupaten Sleman dalam memungut pajak daerah. 
Berikut adalah data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Sleman mengenai realisasi pajak daerah, target pajak daerah, dan realisasi 
Pendapatan Asli Daerah: 
Tabel 5.1.Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman 
Tahun 2009 
No. Jenis Pajak Daerah Target Realisasi 
1 Pajak Hotel 12.500.000.000,00 18.189.624.204,48 
2 Pajak Restoran 6.000.000.000,00 7.628.940.657,53 
3 Pajak Hiburan 2.600.000.000,00 3.637.358.441,16 
4 Pajak Reklame 6.800.000.000,00 9.010.860.114,49 
5 Pajak Penerangan Jalan 27.200.000.000,00 31.190.111.489,00 
6 Pajak PBGGC 650.000.000,00 662.441.550,00 
7 Pajak Parkir 600.000.000,00 725.394.650,00 
 Jumlah 56.350.000.000,00 71.044.731.106,66 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 
Keterangan: 









Tabel 5.2. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman 
Tahun 2010 
No. Jenis Pajak Daerah Target Realisasi 
1 Pajak Hotel 21.326.096.600,00 22.473.840.945,00 
2 Pajak Restoran 8.668.000.000,00 10.195.038.726,88 
3 Pajak Hiburan 3.500.000.000,00 3.793.513.241,41 
4 Pajak Reklame 8.600.000.000,00 9.059.573.587,09 
5 Pajak Penerangan Jalan 32.500.000.000,00 33.619.390.346,00 
6 Pajak PPBGGC 650.000.000.00 699.977.655,00 
7 Pajak Parkir 725.000.000,00 770.208.454,00 
 Jumlah 75.969.096.600,00 80.611.542.955,52 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 
Keterangan: 
Pajak PPBGGC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian 
Golongan C 
 
Tabel 5.3.Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman 
Tahun 2011 
No. Jenis Pajak Daerah Target Realisasi 
1 Pajak Hotel 22.000.000.000,00 22.637.880.385,22 
2 Pajak Restoran 13.000.000.000,00 13.257.484.783,85 
3 Pajak Hiburan 3.200.000.000,00 2.709.834.885,40 
4 Pajak Reklame 8.750.000.000,00 9.322.567.271,01 
5 Pajak Penerangan Jalan 38.400.000.000,00 40.022.094.803,00 
6 Pajak PPBGGC 3.000.000.000,00 3.218.385.675,00 
7 Pajak Parkir 850.165.400,00 851.570.412,00 
8 BPHTB 32.500.000.000,00 49.237.392.683,00 
9 Pajak Air Tanah 1.000.000.000,00 1.441.196.381,64 
 Jumlah 122.700.165.400,00 142.698.407.280,12 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 
Keterangan: 
Pajak PPBGGC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian 
Golongan C 
BPHTB  = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
 
  





Tabel5.4.Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman 
Tahun 2012 
No. Jenis Pajak Daerah Target Realisasi 
1 Pajak Hotel 25.000.000.000,00 32.216.986.820,07 
2 Pajak Restoran 14.000.000.000,00 16.758.882.195,78 
3 Pajak Hiburan 2.600.000.000,00 3.804.493.161,56 
4 Pajak Reklame 9.000.000.000,00 11.340.140.023,22 
5 Pajak Penerangan Jalan 40.500.000.000,00 41.545.531.319,00 
6 Pajak PPBGGC 5.500.000.000,00 8.020.160.325,00 
7 Pajak Parkir 750.000.000,00 856.018.282,00 
8 BPHTB 1.500.000.000,00 1.872.954.477,56 
9 Pajak Air Tanah 49.500.000.000,00 61.420.703.546,28 
 Jumlah 148.350.000.000,00 177.835.870.150,47 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 
Keterangan: 
Pajak PPBGGC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian 
Golongan C 
BPHTB = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Tabel 5.5. Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 
 
B. Pembahasan 
1. Rasio Efektivitas 
Rasio efektivitas dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan 
dalam mencapai tujuan, sehingga dapat menilai kemampuan pemerintah 
dalam memungut pajak daerah pada periode tertentu.Adanya penargetan 
realisasi pajak daerah, dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah 
daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.Kemampuan 
daerah dalam menjalankan tugas dikatagorikan efektif apabila rasio yang 
Tahun 
Realisasi 
Pajak Daerah (Rp) 
Realisasi 
Pendapatan Asli Daerah 
(Rp) 
2009 71.044.731.106,66 157.604.530.382,84 
2010 80.611.542.955,52 163.442.921.919,77 
2011 142.698.407.280,12 227.108.171.114,47 
2012 177.835.870.150,47 301.069.539.284,13 





dicapai mencapai 100%.Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan 
kemampuan pemerintah dalam memungut pajak daerah sangat 
baik.Mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pajak daerah 
Kabupaten Sleman selama tahun 2009-2012, dianalisis dengan 
menggunakan perhitungan sebagai berikut: 
 
 
Contoh perhitungan efektivitas pajak hotel tahun 2009: 
Efektivitas : x100%= 145,52% 
Tabel 5.6. Efektivitas Pemungutan Pajak HotelKabupaten Sleman Tahun 
2009-2012 
Tahun Realisasi Pajak Hotel Target Pajak Hotel Efektivitas 
(%) 
Kriteria 
2009 18.189.624.204,48 12.500.000.000,00 145,52 SE 
2010 22.473.840.945,00 21.326.096.600,00 105,38 SE 
2011 22.637.880.385,22 22.000.000.000,00 102,90 SE 
2012 32.216.986.820,07 25.000.000.000,00 128,87 SE 
Sumber: Data Diolah 
Keterangan: 
SE = Sangat Efektif 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas 
pemungutan pajak hotel selama empat tahun dari tahun 2009-2012 
mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi terjadi 
pada tahun 2009 yaitu sebesar 145,52%. Efektivitas pemungutan pajak 
hotel terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 102,90%. Sesuai 
dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil sangat 
efektif walaupun pajak hotel mengalami penurunan selama empat tahun, 
akan tetapi penurunan tersebut tidak berada di bawah 100%. Hal ini dapat 
 





dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut 
pajak hotel. 
Tabel 5.7. Efektivitas Pemungutan Pajak RestoranKabupaten Sleman 
Tahun2009-2012 







2009 7.628.940.657,53 6.000.000.000,00 127,15 SE 
2010 10.195.038.726,88 8.668.000.000,00 117,62 SE 
2011 13.257.484.783,85 13.000.000.000,00 101,98 SE 
2012 16.758.882.195,78 14.000.000.000,00 119,71 SE 
Sumber: Data Diolah 
Keterangan: 
SE = Sangat Efektif 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas 
pemungutan pajak restoran selama empat tahun dari tahun 2009-2012 
mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak restoran tertinggi 
terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 127,15%. Efektivitas pemungutan 
pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 101,98%. 
Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil 
sangat efektif walaupun pajak restoran mengalami penurunan selama 
empat tahun, akan tetapi penurunan tersebut tidak berada di bawah 100%. 
Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam 
memungut pajak restoran. 
Tabel 5.8. Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Kabupaten Sleman 
Tahun2009-2012 







2009 3.637.358.441,16 2.600.000.000,00 139,90 SE 
2010 3.793.513.241,41 3.500.000.000,00 108,39 SE 
2011 2.709.834.885,40 3.200.000.000,00 84,68 CE 
2012 3.804.493.161,56 2.600.000.000,00 146,33 SE 
Sumber: Data Diolah 
Keterangan: 
CE = Cukup Efektif 





Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas 
pemungutan pajak hiburan selama empat tahun dari tahun 2009-2012 
mengalami penurunan di tahun 2010 dan 2011, kemudian di tahun 2012 
mengalami kenaikan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan tahun 
2009. Efektivitas pemungutan pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 
2012 yaitu sebesar 146,33%. Efektivitas pemungutan pajak 
hiburanterendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 84,68%. Sesuai 
dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil sangat 
efektif walaupun di tahun 2011 pajak hiburan mengalami penurunan 
kurang dari 100%, akan tetapi secara keseluruhan di tahun 2009, 2010, dan 
2012 efektivitas melebihi 100%. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah 
Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak hiburan. 
Tabel 5.9. Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Sleman 
Tahun2009-2012 







2009 9.010.860.114,49 6.800.000.000,00 132,51 SE 
2010 9.059.573.587,09 8.600.000.000,00 105,34 SE 
2011 9.322.567.271,01 8.750.000.000,00 106,54 SE 
2012 11.340.140.023,22 9.000.000.000,00 126,00 SE 
Sumber: Data Diolah 
Keterangan: 
SE = Sangat Efektif 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas 
pemungutan pajak reklame selama empat tahun dari tahun 2009-2012 
mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak reklame tertinggi 
terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 132,51%. Efektivitas pemungutan 
pajak reklame terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 105,34%. 
Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil 





sangat efektif walaupun pajak reklame mengalami penurunan selama 
empat tahun, akan tetapi penurunan tersebut tidak berada di bawah 100%. 
Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam 
memungut pajak reklame. 
Tabel 5.10. Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten 
Sleman Tahun 2009-2012 







2009 31.190.111.489,00 27.200.000.000,00 114,67 SE 
2010 33.619.390.346,00 32.500.000.000,00 103,44 SE 
2011 40.022.094.803,00 38.400.000.000,00 104,22 SE 
2012 41.545.531.319,00 40.500.000.000,00 102,58 SE 
Sumber: Data diolah 
Keterangan: 
SE = Sangat Efektif 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas 
pemungutan pajak penerangan jalan selama empat tahun dari tahun 2009-
2012 mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak penerangan 
jalan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 114,67%. Efektivitas 
pemungutan pajak penerangan jalan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 
sebesar 102,58%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri 
menunjukkan hasil sangat efektif walaupun pajak penerangan jalan 
mengalami penurunan selama empat tahun, akan tetapi penurunan tersebut 
tidak berada di bawah 100%. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah 
Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak penerangan jalan. 
  





Tabel 5.11. Efektivitas Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan 
Bahan Galian Golongan C Kabupaten Sleman Tahun 2009-
2012 
Tahun Realisasi Pajak 
Pengambilan dan 
Pengelolaan Bahan 








2009 662.441.550,00 650.000.000,00 101,91 SE 
2010 699.977.655,00 650.000.000,00 107,69 SE 
2011 3.218.385.675,00 3.000.000.000,00 107,28 SE 
2012 8.020.160.325,00 5.500.000.000,00 145,82 SE 
Sumber: Data diolah 
Keterangan: 
SE = Sangat Efektif 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas 
pemungutan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C 
selama empat tahun dari tahun 2009-2012 mengalami kenaikkan. 
Efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian 
golongan C tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 145,82%. 
Efektivitas pemungutan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian 
golongan C terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 101,91%. 
Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil 
sangat efektif.Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman 
sangat baik dalam memungut pajak hotel. 
Tabel 5.12. Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Sleman 
Tahun 2009-2012 
Tahun Realisasi Pajak Parkir Target Pajak Parkir Efektivitas 
(%) 
Kriteria 
2009 725.394.650,00 600.000.000,00 120,90 SE 
2010 770.208.454,00 725.000.000,00 106,24 SE 
2011 851.570.412,00 850.165.400,00 100,17 SE 
2012 856.018.282,00 750.000.000,00 114,14 SE 
Sumber: Data diolah 
Keterangan: 
SE = Sangat Efektif 





Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas 
pemungutan pajak parkir selama empat tahun dari tahun 2009-2012 
mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak parkir tertinggi 
terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 120,90%. Efektivitas pemungutan 
pajak parkir terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 100,17%. 
Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil 
sangat efektif walaupun pajak parkir mengalami penurunan selama empat 
tahun, akan tetapi penurunan tersebut tidak berada di bawah 100%. Hal ini 
dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam 
memungut pajak parkir. 
Tabel 5.13. Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Kabupaten Sleman 
Tahun 2009-2012 
Tahun Realisasi Pajak Air 
Tanah 





2009 - -  SE 
2010 - -  SE 
2011 1.441.196.381,64 1.000.000.000,00 144,12 SE 
2012 1.872.954.477,56 1.500.000.000,00 124,86 SE 
Sumber: Data diolah 
Keterangan: 
SE = Sangat Efektif 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas 
pemungutan pajak penerangan air tanah selama dua tahun dari tahun 2011-
2012 mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak air tanah 
tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 144,12%. Efektivitas 
pemungutan pajak air tanah terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 
124,86%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri 
menunjukkan hasil sangat efektif walaupun pajak penerangan jalan 
mengalami penurunan selama, akan tetapi penurunan tersebut tidak berada 





di bawah 100%. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sleman 
sangat baik dalam memungut pajak penerangan jalan. 
Tabel 5.14.Efektivitas Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan Kabupaten Sleman Tahun 2009-2012 
Tahun Realisasi Pajak Bea 
Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan 
Target Pajak Bea 
Perolehan Hak atas 




2009 - -  SE 
2010 - -  SE 
2011 49.237.392.683,00 32.500.000.000,00 151,50 SE 
2012 61.420.703.546,28 49.500.000.000,00 124,08 SE 
Sumber: Data diolah 
Keterangan: 
SE = Sangat Efektif 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas 
pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari tahun 
2011-2012 mengalami penurunan. Efektivitas pemungutan pajak bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan tertinggi terjadi pada tahun 2011 
yaitu sebesar 151,50%. Efektivitas pemungutan pajak bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 
124,08%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kepmendagri 
menunjukkan hasil sangat efektif walaupun pajak bea perolehan hak atas 
tanah dan bangunan mengalami penurunan, akan tetapi penurunan tersebut 
tidak berada di bawah 100%. Hal ini dapat dikatakan Pemerintah 
Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak penerangan jalan. 
  





Tabel 5.15.Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman 
Tahun2009-2012 
Jenis Pajak Daerah Efektivitas (%) Kriteria 
2009 2010 2011 2012 
Pajak Hotel 145,52 105,38 102,90 128,87 SE 
Pajak Restoran 127,15 117,62 101,98 119,71 SE 
Pajak Hiburan 139,90 108,39 84,68 146,33 SE 
Pajak Reklame 132,51 105,34 106,54      126 SE 
Pajak PJ 114,67 103,44 104,22 102,58 SE 
Pajak P BGGC 101,91 106,24 107,28 145,82 SE 
Pajak Parkir 120,90 107,69 100,17 114,14 SE 
Pajak Air Tanah - - 144,12 124,86 SE 
Pajak BPHTB  - - 151,50 124,08 SE 
Sumber : Data Diolah 
Keterangan : 
Pajak PJ = Pajak Penerangan Jalan 
Pajak PPBGGC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian 
Golongan C 
BPHTB = Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan 
Berdasarkan tabel di atas sesuai dengan yang ditetapkan 
Kepmendagri dapat dilihat bahwa efektivitas pajak daerah Kabupaten 
Sleman dari tahun 2009-2012 sangat efektif.Hal ini dapat dikatakan 
Pemerintah Kabupaten Sleman sangat baik dalam memungut pajak daerah. 
Walaupun pada tahun 2011 pajak hiburan termasuk dalam kriteria cukup 
efektif, namun secara keseluruhan pada tahun 2009, 2010, dan 2012 
efektivitas pemungutan pajak hiburan melebihi dari 100% sehingga masih 
dapat dikatakan sangat efektif. Berkurangnya penerimaan Pajak Hiburan 
merupakan dampak dari perubahan Undang-Undang. Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
menambahkan Golf sebagai penerimaan Pajak Daerah yang sebelumnya 
masuk pada Pajak Pusat untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 
Pemungutan pajak hiburan untuk golf mengalami kendala dikarenakan 





pengusaha jasa hiburan golf masih tetap dikenakan PPN sehingga 
pengusaha golf keberatan untuk membayar dua macam pajak (PPN di 
Pusat dan Pajak Hiburan di Daerah). Langkah yang diambil dalam 
penyelesaian permasalahan tersebut adalah para pengusaha seluruh 
Indonesia mengajukan keberatannya kepada Makamah Konstitusi, dan 
hasilnya dikeluarkan keputusan Makamah Konstitusi bahwa golf tidak 
dipungut dan masuk pajak daerah melainkan masuk dalam pajak pusat 
yaitu PPN. Pada tahun 2012 pemerintah daerah menurunkan target pajak 
hiburan dengan melihat pengalaman di tahun sebelumnya, sehingga pajak 
hiburan mencapai target yang telah ditetapkan. 
Pada tahun 2011 terlihat pada tabel terdapat dua jenis pajak daerah 
baru, yaitu pajak air tanah dan pajak beaperolehan hak atas tanah dan 
bangunan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya peraturan baru yang 
tertulis pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.Adanya penambahan 
dua jenis pajak daerah tersebut menjadikan penerimaan pajak daerah 
bertambah, dan diharapkan dapat menambah kontribusi pajak daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
 
2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Analisis kontribusi menggambarkan besarnya kontribusi yang 
disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran serta mengetahui peran 
pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan maka dapat diartikan bahwa dari 





pendapatan pajak daerah dapat memberikan kontribusi dalam menunjang 
Pendapatan Asli Daerah, tetapi apabila pendapatan dari pajak daerah 
mengalami penurunan, maka kontribusi yang diberikan dalam menunjang 
Pendapatan Asli Daerah juga menurun.Besar kontribusi pajak daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman, dapat dihitung 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
 
Contoh perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah tahun 2009: 
 
 
Tabel5.16. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 










2009 71.044.731.106,66 157.604.530.382,84 45,08 Baik 
2010 80.611.542.955,52 163.442.921.919,77 49,32 Baik 
2011 142.698.407.280,12 227.108.171.114,47 62,83 Sangat 
Baik 
2012 177.835.870.150,47 301.069.539.284,13 59,07 Sangat 
Baik 
Sumber: Data Diolah  
 
Tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah 
Kabupaten Sleman terus meningkat tiap tahunnya, akan tetapi kontribusi 
pajak daerah menurun pada tahun 2012. Kontribusi pajak daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di tahun 2011 dan 2012 menembus angka lebih 
dari 50%, hal tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 50% penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman di tahun 2011 dan 2012 





berasal dari pemungutan pajak daerah. Pada tahun 2009 dan 2010, 
penerimaan pajak daerah dikatakan baik sebab kontribusi pajak daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah hampir mencapai 50%. Kontribusi pajak 
daerah terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 62,83%. Hal ini 
disebabkan karena adanya penambahan pemungutan pajak daerah baru 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan dimulai 
pada tanggal 1 Januari 2011, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 
dan Perkotaan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Banguanan, dan Pajak Sarang Burung Walet. Pemerintah belum 
memasukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
dikarenakan belum siapnya Peraturan Daerah dalam melaksanakan 
pemungutannya.Lain hal dengan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 
Sarang Burung Walet tidak dimasukan dalam daftar pajak daerah Sleman 
dikarenakan pemerintah tidak melihat adanya potensi dalam pajak 
tersebut. Kontribusi pajak daerah terendah ada pada tahun 2009 yaitu 
sebesar 45,08%.  
Peningkatan dan penurunan penerimaan pajak daerah tidak terlepas 
dari bertambah dan berkurangnya potensi yang terdapat di daerah 
Sleman.Selain dari perkembangan potensi daerah, peningkatan dan 
penurunan pajak daerah juga dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu 
wilayah dan bertambahnya Wajib Pajak baru. 
  








Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 
bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwaefektivitas pemungutan 
masing-masing pajak daerah di tahun 2009-2012 secara keseluruhan 
menunjukan tingkat efektivitas pemungutanmelebihi 100%. Hal 
inimenunjukan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 
pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 
ditetapkansangat efektif, sehingga dari hasil pemungutan yang sangat efektif 
meyebabkan kontribusi pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2009-2012 
berkontribusi baik dan sangat baik.Pada tahun 2009 kontribusi pajak daerah 
masuk dalam kriteria baik yaitu sebesar 45,08%, pada tahun 2010 kontribusi 
pajak daerah masuk dalam kriteria baik yaitu sebesar 49,32%, pada tahun 
2011 kontribusi pajak daerah masuk dalam kriteria sangat baik yaitu sebesar 
62,83%, dan pada tahun 2012 kontribusi pajak daerah masuk dalam kriteria 
sangat baik yaitu sebesar 59,07%. Walaupun di tahun 2012 kontribusi pajak 
daerah mengalami penurunantetapi kontribusi pajak daerah terhadap 
Pendapatan Asli Daerah tetap menembus angka lebih dari 50%. Oleh sebab 
itu, dapat dikatakan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Sleman di tahun 2011 dan 2012 sebagian besar berasal dari pemungutan pajak 
daerah. 
 





B. KETERBATASAN PENELITIAN 
Pada penelitian ini penulis menemukan keterbatasan yang ada pada 
penelitian ini yaitu penelitian ini hanya memberikan gambaran secara umum 
tentang efektivitas pemungutan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah, tidak memberikan penjelasan mengenai 




Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti 
memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti selanjutnya 
Peneliti selanjutnya sebaiknya memberikan penjelasan mengenai 
kenaikkan atau penurunan data-data agar lebih jelas. 
2. Bagi Pemerintah 
1. Instansi terkait dapat meningkatkan pemungutan pajak daerah yang 
termasuk dalam kriteria cukup efektif dengan upaya sebagai berikut: 
a. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk membayar pajak. 
b. Melakukan pengawasan untuk mencegah pajak yang tidak tertagih. 
  





2. Meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah yang belum mencapai 50% dengan langkah sebagai berikut: 
a. Menggali potensi yang ada di daerah Sleman semaksimal mungkin. 
b. Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. 
c. Memberikan kebutuhan masyarakat di daerah Sleman, sehingga 
masyarakat tidak merasa kecewa dalam membayar pajak. Dengan 
demikian akan terbentuk kesadaran masyarakat dalam membayar 
pajak yang mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak daerah. 
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